
Universitas Indonesia Library >> UI - Tugas Akhir
 
Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi
menggunakan cobit 2019: Studi kasus Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara = Measurement of
information technology governance capability levels using cobit 2019:
Case study Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang
Lawas Utara.
Editha Dewi Purnamasari, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20519393&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian yang harus dikelola secara baik dikarenakan sangat

penting untuk organisasi dalam mencapai tujuan dan strateginya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur

tingkat kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Padang Lawas Utara dengan kerangka kerja COBIT 2019. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi

ketercapaian tingkat kapabilitas pada proses Tata Kelola di tempat studi kasus.Penelitian ini mengumpulkan

data secara kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan semi-terbuka bersama tiga responden yaitu Ketua

Bidang Layanan E-Governance dan LPSE, Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan

Kasubbag Keuangan, data ini merupakan data primer. Kemudian melakukan analisis dokumen untuk data

sekundernya. Penelitian ini melakukan Pengolahan data dengan secara kuantitatif menggunakan kuesioner

yang dibagikan dan dibuat berdasarkan aktivitas pada proses panduan kerangka kerja COBIT 2019 dan

dilakukan validasi terhadap hasil tingkat kapabilitas dengan kodefikasi hasil wawancara maupun analisis

dokumen organisasi. Dalam menganalisa adopsi teknologi COBIT 2019 dilakukan untuk menilai tingkat

kapabilitas saat ini di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil dari

penelitian ini adalah menginformasikan bahwa tingkat kapabilitas berada pada level 1 yaitu Performed.

Sehingga rekomendasi terhadap penelitian ini adalah perancangan aktivitas yang disarankan dari panduan

kerangka kerja COBIT 2019. Perlu adanya budaya transparansi, dokumentasi, dan prioritas dalam

pengelolaan layanan TIK dan E-Governance sehingga dapat digunakan sebagai komunikasi ke pihak

pemangku kepentingan dalam meninjau terselenggarakannya harapan sesuai dengan tujuan orgnisasi.

......Information Technology Governance is a part that must be managed properly because it is very

important for the organization in achieving its goals and strategies. This study aims to measure the level of

capability of Information Technology Governance at the Communication and Information Office of North

Padang Lawas Regency with the COBIT 2019 framework. This is done to find out information on the

achievement of the capability level in the Governance process in the case study site. This study collects

qualitative data. Namely conducting semi-open interviews with three respondents, namely the Head of the

E-Governance and LPSE Services Division, the Head of the Information and Communication Technology

Division, and the Head of the Finance Subdivision, this data is primary data. Then do document analysis for

secondary data. This study carried out data processing quantitatively using questionnaires that were

distributed and made based on activities in the COBIT 2019 framework guide process and validated the

results of the capability level with the codification of interview results and analysis of organizational

documents. In analyzing the adoption of COBIT 2019 technology, it was carried out to assess the current

level of capability at the Communication and Information Office of North Padang Lawas Regency. The

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20519393&lokasi=lokal


result of this research is to inform that the capability level is at level 1, namely Performed. So the

recommendation for this research is the design of activities suggested from the COBIT 2019 framework

guidelines. There needs to be a culture of transparency, documentation, and priorities in the management of

ICT and E-Governance services so that they can be used as communication to stakeholders in reviewing the

implementation of expectations in accordance with the objectives organization.


